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	ABSTRAK
	:
	-
	Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi saat ini.  

	
	
	-
	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; Kepmenhub No. KM. 35 Tahun 2003; Permendagri No. 1 3Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2008; Perda Prov. Bali No. 6 Tahun 2011. 

	
	
	-
	Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang batasan istilah, retribusi izin trayek, struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan. 

	CATATAN
	:
	-
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2015.

	
	
	-
	Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 1 April 2015.

	
	
	-
	Penjelasan : 2 hlm.


